PERATURAN BUPATI BANTUL

Nomor 4 Tahun 2008
TENTANG

PELAKSANAAN PERIJINAN OLEH DINAS PERIJINAN

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang      :
	a.  bahwa dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan layanan prima kepada masyarakat, maka di Kabupaten Bantul telah di bentuk Dinas Perijinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b.  bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada masyarakat dan untuk memberikan kemudahan perijinan bagi penanman modal, maka perlu adanya perubahan pelaksanaan pemberian ijin kepada masyarakat;
c.  bahwa sampaisaat ini Peraturan Daerah yang mengatur berbagai macam perijinan di daerah pelaksanaannya masih dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggrakan urusan terkait perijinanan dimaksud sehingga sambil menunggu penyesuaian beberapa Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetakan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;


	
	


	Mengingat     :
	1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan tentang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang peneneman modal;

7. Peraturan Pemnerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahn 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pajak Reklame;

12. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Perijinan Usaha Jasa Kontruksi;

14. Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2001 tentang Izin Gangguan;

15. Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2001 tentang  Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Izin Mendrikan Bangunan;

17. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang SIUP;

18. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2002 tentang Izin Industri;

19. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perpakiran;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan;

22. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2003 tentang Penyelengggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantu;

25. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;

26. Peraturan Daerah tahun 2 tahun 2005 tentang Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga;

27. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;

28. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Perizinann Usaha Obyek dan Daya tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul;

29. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul;

30. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Retibusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul;

31. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2005 tentang izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor;

32. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2005 tentang Retribusi izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor;

33. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul;

34. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Retribusi izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul;

35.  Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan, pengendalian, pengedaran, dan pelarangan penjualan minuman beralkhohol di Kabupaten Bantul;

36. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

37. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang  Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan:


	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN PERIJINAN OLEH DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL.


	
	


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan;
6.       Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
7.      Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah 
         Atas peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,menyatakan sah atau diperbolehkannya   
         Seseorang atau badan untuk melekukan usaha atau kegiatan tertentu;
8.       Perijinan adalah pemberian ijin kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu;
9.       Penyederhanaan pelayanan adalah upaya untuk menyingkat waktu dan menyederhanakan prosedur serta transparansi biaya. 
                                                                  BAB II

                                                       PELAKSANAAN PERIJINAN 

                                                                Bagian Pertama

                                                           Penandatanganan Perijinan

                                                                     Pasal 2

(1) Penyelanggaraan pelayanan perijinan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perijinan

(2) Penandatanganan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana
             Dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan
(3) Jenis-jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut

            dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

                                                                     Bagian Kedua

                                                               Hubungan  Tata   Kerja
                                                                        Pasal    3

(1) Hubungan Tata Kerja Perangkat Daerah terkait penyelenggara perijinan mengacu pada

             prinsip koordinasi,integrasi,sinkronisasi.

 (2)        Dalam melakukan koordinasi,integrasi dan sinkronisasi pelayanan perijinan dengan                                    
a. menyusun Standart Operating Procedure (SOP) perijinan;

b. membentuk tim kerja kunjungan lapangan dan kajian teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Perijinan yang bertugas melakukan pemeriksaan teknis di lapangan dan beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait.
     (3)        Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Perijinan berkewajiban dan                            

Bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perijinan.
                                                        BAB III

                                            KETENTUAN PERALIHAN

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang b, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) denga ngn berlakunya Peraturan Bupati ini tidak menerbitkan Perijinan.

(2) Untuk masing-masing ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ketentuan Peraturan Bupati ini tidak berlaku apabila penyesuaian Peraturan Daaerah yang mengaturnya telah diundangkan.

(3) Hal-hal yang mengenai teknis pemberian pelayanan perijinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perijinan.

(4) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                                        BAB IV
                                            KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 3 Januari 2008

BUPATI BANTUL

IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 4 Tahun 2008

Tanggal 3 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



GENDUT SUDARTO

